
NOMOR : SP DIPA- 089.01.2.450511/2023

TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2520-8006-3057-4242

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(01): Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(02): JAWA BARAT

: (450511) PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 53.486.569.000  (  LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

53.486.569.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   BANDUNG  II 53.486.569.000(095)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

ISA RACHMATARWATA

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN

Satker (450511)  PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT:

DS:2520-8006-3057-4242

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

CH Program Pengawasan Pembangunan Rp. 7.130.740.000

CH.3701 Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan Rp. 7.130.740.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 46.355.829.000

WA.3676 Pelaksanaan Dukungan Manajemen Rp. 46.355.829.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2023

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (450511):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (089)

(01)

(02)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

JAWA BARAT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023
DS:2520-8006-3057-4242

089.01.CH Program Pengawasan Pembangunan 7.130.740.000Program :

01 Jumlah BUMN dengan MRI lebih dari sama dengan Level 31.

01 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik2.

01 Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target3.

01 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target4.

01 Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi5.

01 Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP Lebih dari Sama Dengan Level 36.

01 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti7.

02 Jumlah BUMD dengan MRI lebih dari sama dengan Level 38.

02 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik9.

02 Jumlah KP yang diawasi10.

02 Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik11.

02 Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP Lebih dari Sama dengan Level 312.

02 Persentase hasil pengawasan preventif/edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti13.

02 Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi14.

03 Jumlah BLUD dengan MRI lebih dari sama dengan Level 315.

03 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat16.

03 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target17.

03 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik18.

03 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah19.

03 Persentase Pemda Provinsi dengan MRI Lebih dari Sama Dengan Level 320.

04 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat21.

04 Jumlah BU dengan efektivitas pengendalian korupsi baik22.

Kegiatan 3701 Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan 7.130.740.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2023

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (450511):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (089)

(01)

(02)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

JAWA BARAT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023
DS:2520-8006-3057-4242

04 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern lebih dari sama dengan Level 323.

04 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target24.

04 Nilai penyelamatan keuangan negara/daerah25.

04 Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI Lebih dari Sama Dengan Level 326.

05 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern lebih dari sama dengan Level 327.

05 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan28.

05 Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer29.

05 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan30.

05 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah31.

06 Nilai penyelamatan pembiayaan daerah32.

06 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota33.

07 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa34.

08 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai35.

09 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes36.

Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan

3701.FAG Pengawasan Pembangunan 10,00 1.710.300.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAG.028 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 4.00 Laporan 980.000.000

02 FAG.711 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan, dan Tindak Lanjut

2.00 Laporan 150.000.000

03 FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
Negara, Daerah dan Desa

2.00 Laporan 231.000.000

04 FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan
Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

2.00 Laporan 349.300.000

:

:

Laporan



TAHUN ANGGARAN 2023

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (450511):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (089)

(01)

(02)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

JAWA BARAT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023
DS:2520-8006-3057-4242

3701.UAG Pengawasan Pembangunan 49,00 5.420.440.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan
Sumber Daya Manusia

4.00 Laporan 302.400.000(PN)

02 UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan
Konektivitas

4.00 Laporan 245.700.000(PN)

03 UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan
Ekonomi

4.00 Laporan 441.000.000(PN)

04 UAG.U24 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1.00 Laporan 132.300.000(PN)

05 UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan
Daerah

2.00 Laporan 266.400.000(PN)

06 UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan 2.00 Laporan 31.500.000(PN)

07 UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

28.00 Laporan 3.906.640.000(PN)

08 UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas
Pengendalian Intern Badan Usaha

4.00 Laporan 94.500.000(PN)

:

:

Laporan

089.01.WA Program Dukungan Manajemen 46.355.829.000Program :

01 Rata Skor ZI Unit Kerja1.

02 Jumlah Unit Kerja yang Penyusunan RKA Tepat Waktu2.

03 Jumlah unit kerja dengan Nilai IKPA baik3.

04 Jumlah unit kerja dengan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP4.

05 Jumlah unit kerja dengan Pengelolaan BMN Baik5.

06 Jumlah unit kerja dengan kategori SAKIP minimal BB6.

07 Rata-rata Indeks Reputasi Unit Kerja7.

08 Jumlah unit kerja dengan Maturitas SPIP minimal level 38.

09 Jumlah unit kerja dengan Indeks MR minimal level 39.

10 Rata-rata Indeks Kualitas Layanan Unit Kerja (Internal)10.

Kegiatan 3676 Pelaksanaan Dukungan Manajemen 46.355.829.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2023

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (450511):

Halaman : 4I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (089)

(01)

(02)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

JAWA BARAT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023
DS:2520-8006-3057-4242

11 Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP (Stakeholders)11.

Pelaksanaan Dukungan Manajemen

3676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,00 46.260.829.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 793.090.000

02 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 45.467.739.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 6,00 95.000.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 6.00 Unit 95.000.000

:

:

Unit, m2, Paket

ERNADHI SUDARMANTO
NIP 196507041985031001

Jakarta, 30 November 2022

Sekretaris Utama BPKP
a.n. Kepala BPKP

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2023

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (450511):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (089)

(01)

(02)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

JAWA BARAT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023
DS:2520-8006-3057-4242

1. Anggaran Tahun 2023

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

53.486.569.000

53.486.569.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023

TAHUN ANGGARAN 2023

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (450511): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (089)

(01)

(02)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

JAWA BARAT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2520-8006-3057-4242

450511 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT 41.029.699 12.361.870 95.000 - - 53.486.569

089.01.CH Program Pengawasan Pembangunan - 7.130.740 - - - 7.130.740

3701 Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan - 7.130.740 - - - 7.130.740

3701.FAG Pengawasan Pembangunan - 1.710.300 - - - 1.710.300 02 51.

(02.51  JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)

-- 1.710.300- 0951.710.300 -RM01

3701.UAG Pengawasan Pembangunan - 5.420.440 - - - 5.420.440 02 51.

(02.51  JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)

-- 5.420.440- 0955.420.440 -RM01

089.01.WA Program Dukungan Manajemen 41.029.699 5.231.130 95.000 - - 46.355.829

3676 Pelaksanaan Dukungan Manajemen 41.029.699 5.231.130 95.000 - - 46.355.829

3676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 41.029.699 5.231.130 - - - 46.260.829 02 51.

(02.51  JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)

-- 46.260.82941.029.699 0955.231.130 -RM01



NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023

TAHUN ANGGARAN 2023

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (450511): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (089)

(01)

(02)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

JAWA BARAT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2520-8006-3057-4242

3676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 95.000 - - 95.000 02 51.

(02.51  JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)

-95.000 95.000- 095- -RM01

JUMLAH 41.029.699 12.361.870 95.000 - - 53.486.569

a.n. Kepala BPKP

ERNADHI SUDARMANTO

Sekretaris Utama BPKP

ttd.

NIP 196507041985031001

Jakarta, 30 November 2022



TAHUN ANGGARAN 2023

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

(02)

Unit Organisasi

(450511)

Kementerian Negara/Lembaga

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(01)

Kode/Nama Satker

(089)

:

:

JAWA BARAT

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2520-8006-3057-4242
NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023

4505111. PERWAKILAN BPKP PROVINSI
JAWA BARAT

4.495.2224.684.4904.246.471 4.862.8224.621.574 53.486.5693.815.207 4.695.378 4.436.1074.504.0843.847.774 4.525.0514.752.388RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 3.419.135 41.029.6993.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.214

BELANJA BARANG 388.157 12.361.870420.724 819.421 1.077.034 1.257.440 1.325.338 1.194.524 1.268.328 1.068.172 1.009.057 1.098.001 1.435.673

BELANJA MODAL 7.915 95.0007.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.935

089.01.CH.3701 Pengawasan Pembangunan di
seluruh Perwakilan

48.067 973.110562.084573.140632.255832.411758.607889.421821.523641.117383.50415.500 7.130.740

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

15.500 7.130.74048.067 383.504 641.117 821.523 889.421 758.607 832.411 632.255 573.140 562.084 973.110

089.01.WA.3676 Pelaksanaan Dukungan Manajemen 3.799.707 3.889.7123.962.9673.862.9673.862.9673.862.9673.862.9673.862.9673.862.9673.862.9673.862.9673.799.707 46.355.829

51 BELANJA PEGAWAI 3.419.135 41.029.6993.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.135 3.419.214

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

372.657 5.231.130372.657 435.917 435.917 435.917 435.917 435.917 435.917 435.917 435.917 535.917 462.563

53 BELANJA MODAL 7.915 95.0007.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.915 7.935

10.24710.24710.247 10.24910.247 122.96610.247 10.247 10.24710.24710.247 10.24710.247PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425131) 10.247 122.96610.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.249

ERNADHI SUDARMANTO
NIP 196507041985031001

Jakarta, 30 November 2022

Sekretaris Utama BPKP
a.n. Kepala BPKP

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

JAWA BARAT

[450511]

[02]

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT:

[089]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023
DS:2520-8006-3057-4242

Halaman : IV.A. 1

Sekretaris Utama BPKP

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Kepala BPKP

ERNADHI SUDARMANTO
NIP 196507041985031001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

JAWA BARAT

[450511]

[02]

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT:

[089]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 089.01.2.450511/2023
DS:2520-8006-3057-4242

Halaman : IV.B. 1

Sekretaris Utama BPKP

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Kepala BPKP

ERNADHI SUDARMANTO
NIP 196507041985031001

ttd.


